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Abstract: Perjanjian kontrak kerja, yang mengatur hak dan kewajiban masing-masing pihak, merupakan hubungan 

hukum penting antara pekerja dan pengusaha. Namun, ada halnya ketika perjanjian tersebut dapat gagal yang 

menyebabkan salah satu pihak mengalami kerugian. Untuk menghindari kegagalan dan menjaga hubungan kerja yang 

sehat dalam situasi seperti ini, penting untuk menyelesaikan perselisihan. Ada dua cara penyelesaian sengketa, yaitu non-

litigasi (seperti negosiasi dan mediasi) dan litigasi atau melalui jalur hukum (seperti pengadilan). Sangat penting untuk 

memahami upaya hukum yang dapat ditempuh oleh pihak yang dirugikan dalam penyelesaian sengketa wanprestasi 

perjanjian kerja. Para pihak dapat membangun hubungan profesional yang kuat, saling menguntungkan, dan 

berkelanjutan melalui tindakan pencegahan yang tepat, seperti membuat perjanjian yang jelas, berkomunikasi secara 

terbuka, mengawasi kinerja, dan bekerja sama untuk menyelesaikan sengketa. Dengan demikian, penulis melakukan 

analisis terhadap kasus wanprestasi perjanjian kerja dengan metode penelitian hukum normatif agar dapat memberikan 

pemahaman yang lebih mendalam tentang penerapan hukum perdata dan implikasi hukumnya. 
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Abstract: The employment contract agreement, which regulates the rights and 

obligations of each party, is an important legal relationship between workers and 

employers. However, there are cases when the agreement can fail, causing one party to 

suffer losses. To avoid failure and maintain healthy working relationships in situations 

like these, it is important to resolve disputes. There are two ways of resolving disputes, 

namely non-litigation (such as negotiation and mediation) and litigation or through legal 

channels (such as court). It is very important to understand the legal remedies that can 

be taken by the aggrieved party in resolving disputes over breach of employment 

agreement. Parties can build strong, mutually beneficial, and sustainable professional 

relationships through appropriate precautions, such as establishing clear agreements, 

communicating openly, monitoring performance, and working together to resolve 

disputes. Thus, the author analyzes cases of breach of contract employment agreements 

using normative legal research methods in order to provide a deeper understanding of the 

application of civil law and its legal implications. 
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Pendahuluan 

Secara umum, suatu perjanjian tidak selalu mencakup semua aspek yang berkaitan 

dengan kesepakatan tersebut dan hanya mencakup hal-hal mendasar sambil 

mempertimbangkan isu-isu lain yang mungkin terkait. Kelemahan ini bisa menyebabkan 

tindakan melanggar hukum dan kerugian jika salah satu pihak tidak memenuhi hak dan 

kewajibannya sesuai dengan perjanjian, yang dikenal sebagai wanprestasi(Tandian et al., 

2023). Menurut Pasal 1243, kompensasi biaya, kerugian, dan bunga baru diwajibkan setelah 

pihak yang bersangkutan dinyatakan lalai dalam memenuhi perjanjian(Azzahra, 2023). 

Perjanjian kerja, diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), 

adalah kesepakatan antara pekerja dan pemberi kerja yang mengatur hak dan kewajiban 

dalam hubungan kerja(Safara et al., n.d.). Asas kebebasan berkontrak membolehkan para 

pihak menentukan isi perjanjian selama tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku. 

Pelanggaran dalam perjanjian kerja bisa dianggap sebagai wanprestasi atau cidera janji, 

yang dapat menyebabkan kerugian bagi salah satu pihak. Wanprestasi bisa berupa tidak 

melaksanakan kewajiban yang disepakati, melaksanakan kewajiban terlambat, atau 

melaksanakan kewajiban tidak sesuai kesepakatan(Mufidi, 2020). 

Perjanjian adalah hubungan hukum yang mengikat antara dua atau lebih pihak, di 

mana satu pihak memiliki hak untuk menuntut prestasi dan pihak lain berkewajiban 

melaksanakan prestasi. Perjanjian kerjasama antar perusahaan dibuat untuk melindungi 

para pihak dari risiko dan memiliki manfaat lain. Ketika kedua pihak sepakat, perjanjian 

menjadi aturan yang mengikat dengan hak dan kewajiban yang harus dipenuhi(Amrozi, 

2020). 

Dalam perjanjian kerja, pelanggaran atau wanprestasi bisa dilakukan oleh pekerja atau 

pengusaha, seperti pekerja yang tidak hadir tanpa alasan jelas atau pengusaha yang tidak 

membayar upah sesuai kesepakatan. Kasus wanprestasi perjanjian kerja penting untuk 

dikaji dalam aspek hukum perdata karena perjanjian kerja diatur dalam KUHPerdata, 

sehingga penyelesaian sengketa harus sesuai dengan ketentuan hukum perdata. 

Wanprestasi bisa terjadi karena kelalaian, ketidakmampuan finansial, atau perubahan 

kondisi ekonomi yang tidak terduga, dan dalam perjanjian jual beli barang, ini bisa 

menimbulkan dampak hukum dan ekonomi yang signifikan. Pihak yang dirugikan bisa 

mengalami kerugian finansial, gangguan operasional, dan kerugian reputasi, serta memiliki 

hak untuk menuntut ganti rugi, perbaikan, atau pemutusan kontrak. Jika suatu pihak tidak 

memenuhi kewajiban karena ketidakmampuannya, maka dia dianggap melakukan 

wanprestasi, yang merugikan pihak lain dan harus dipertanggungjawabkan secara 

perdata(Mandagie, 2022). 
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Dalam kasus ini, Penggugat adalah konsumen atau pelanggan yang menggunakan 

jasa pengiriman barang yang disediakan oleh Tergugat, yakni perusahaan jasa kargo DHL 

Express Indonesia. Sesuai dengan perjanjian pengiriman barang yang dibuat oleh 

perusahaan DHL, barang-barang yang dikirim harus sampai di alamat tujuan dalam waktu 

yang telah disepakati. Namun, dalam pelaksanaannya, barang-barang tersebut tidak 

sampai di tempat tujuan yang seharusnya, yakni Malang, melainkan menyasar ke Gudang 

Bea Cukai Juanda Airport Surabaya(Ali, 2022). 

Penggugat akan dirugikan karena barang yang dikirim tidak sampai ke tujuan yang 

telah disepakati, yang mengakibatkan barang-barang tersebut tidak dapat digunakan 

sesuai dengan fungsinya. Selain itu, Tergugat juga tidak bertanggung jawab untuk 

mengambil barang kiriman yang salah alamat tersebut, dan hingga saat ini belum 

menyerahkan barang-barang tersebut kepada Penggugat(I, 2023). 

Ada beberapa aturan dan prinsip hukum yang berlaku dalam menangani kasus 

wanprestasi. Menurut Pasal 1243 Konstitusi Perdata, orang yang dirugikan karena kelalaian 

berhak menuntut kompensasi. Selain itu, kewajiban utama penyedia jasa pengiriman dalam 

kontrak pengiriman barang adalah memastikan bahwa barang yang dikirim sampai ke 

tujuan sesuai dengan perjanjian yang telah dibuat. Selain itu, ada prinsip pacta sunt 

servanda, yaitu perjanjian yang akan dibuat secara sah melalui sebagai undang-undang 

bagi pihak yang mengadakan perjanjian tersebut. Ini menunjukkan bahwa setiap pihak 

dalam perjanjian harus mematuhi perjanjian tersebut. 

Dalam kasus ini, hakim memutuskan untuk mengabulkan gugatan Penggugat 

sebagian(Safara et al., n.d.). Hakim menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan 

wanprestasi dengan tidak menyerahkan barang kiriman sesuai dengan alamat yang telah 

disepakati. Akibat dari wanprestasi tersebut, Tergugat I dan Tergugat II diwajibkan untuk 

membayar sewa gudang kepada Bea Cukai Juanda Airport Surabaya dan Balai Lelang 

Artha Surabaya, serta membebaskan Penggugat dari seluruh pembayaran tagihan sewa 

gudang tersebut(H. Ahyani, 2019). 

Selain itu, hakim juga menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung 

renteng untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat sebesar Rp 350.000.000,00 

sebagai kerugian materil dan Rp 250.000.000,00 sebagai kerugian immateril, sehingga 

totalnya mencapai Rp 600.000.000,00. Hakim juga menolak gugatan Penggugat untuk selain 

dan selebihnya, serta menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya yang 

timbul dalam perkara tersebut sebanyak Rp. 931.000,00(Mufidi, 2020). 

Penelitian ini akan menganalisis kasus wanprestasi perjanjian kerja berdasarkan 

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor: 272/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel. Putusan ini 

dipilih karena merupakan salah satu putusan terbaru yang menganalisis wanprestasi 
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perjanjian kerja dalam aspek hukum perdata. Diharapkan analisis ini memberikan 

pemahaman lebih mendalam mengenai penerapan hukum perdata dalam kasus 

wanprestasi perjanjian kerja dan implikasi hukumnya(Azizah, 2022). 

Metode Penelitian 

Penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif dalam penelitian jurnal ini. 

Metode ini biasanya hanya menggunakan sumber data sekunder seperti jurnal, peraturan 

perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori hukum, dan pendapat para ahli hukum 

terkemuka. Selain itu, penulis menerapkan penelitian hukum normatif dengan 

menggunakan bahan hukum primer dan sekunder. Pasti, penggunaan kamus dan 

ensiklopedia diperlukan untuk setiap jenis penelitian. Bahan hukum primer dalam 

penelitian ini adalah Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek). Bahan 

hukum sekunder meliputi sumber-sumber yang menjelaskan bahan hukum primer, seperti 

rancangan undang-undang, temuan penelitian, dan tulisan para pakar hukum. Bahan 

hukum tersier, seperti kamus dan indeks, memberikan petunjuk dan penjelasan tambahan 

tentang bahan hukum primer dan sekunder, dan terdiri dari karya ilmiah dan buku yang 

membahas masalah-masalah yang terkait dengan topik penelitian(Amrozi, 2020). 

Hasil dan Pembahasan  

A. Penyelesaian Sengketa Wanprestasi Perjanjian Kerja Untuk Mencegah Terjadinya 

Wanprestasi  

Ada dua metode utama untuk menyelesaikan sengketa wanprestasi dalam 

perjanjian kerja: non-litigasi dan litigasi. Metode non-litigasi adalah metode penyelesaian 

sengketa alternatif yang memungkinkan perselisihan diselesaikan dengan lebih damai 

dan berkolaborasi. Dalam non-litigasi, pihak yang terlibat dalam sengketa berusaha 

mencapai kesepakatan melalui negosiasi, mediasi, atau arbitrase(Pratama & Pamuncak, 

2022).  

Dalam negosiasi, para pihak berusaha mencapai kesepakatan secara langsung 

dengan berbicara dan bernegosiasi untuk mencapai solusi yang saling 

menguntungkan(Ali, 2022). Mediasi juga menjadi metode non-litigasi yang efektif 

dengan pendekatan ini karena memberikan kesempatan bagi pihak-pihak yang terlibat 

untuk berkomunikasi secara terbuka, mengungkapkan kebutuhan dan kepentingan 

mereka, dan mencari solusi bersama. Mediator yang terlatih dan netral membantu para 

pihak mencapai kesepakatan yang menguntungkan semua pihak. Mediator membantu 

orang berkomunikasi, memperjelas masalah, dan mencapai solusi yang memuaskan. 

Selama mediasi, pihak-pihak memiliki kendali atas kesepakatan yang dicapai dan dapat 

mempertahankan hubungan yang lebih baik di masa depan(PANGESTU, 2023). 
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Penyelesaian sengketa melalui cara non litigasi memberikan kesempatan bagi 

pihak-pihak yang terlibat untuk memiliki peran aktif dalam menyelesaikan sengketa 

mereka. Pendekatan ini mempromosikan kerjasama, fleksibilitas, dan keputusan 

bersama yang dapat menghasilkan solusi yang lebih memuaskan dan menciptakan 

lingkungan yang lebih harmonis(Saputri & Nuswardhani, 2022). 

Kedua, penyelesaian sengketa dengan cara litigasi merupakan penyelesaian 

sengketa melalui yang melibatkan penyelesaian perselisihan melalui jalur hukum dan 

pengadilan (Nugraha et al., 2022).  Dalam litigasi, pihak-pihak yang bersengketa memilih 

untuk membawa kasus mereka ke pengadilan dan membiarkan hakim atau juri 

menentukan hasilnya(I, 2023). 

Proses litigasi dimulai dengan pengajuan gugatan oleh pihak yang merasa 

dirugikan kepada pengadilan yang berwenang. Kemudian, pihak yang digugat 

memberikan tanggapan dan proses persidangan dimulai. Pihak-pihak menyajikan bukti 

dan argumen mereka, dan hakim atau juri membuat keputusan berdasarkan hukum 

yang berlaku(M. S. H. Ahyani, n.d.). 

Penyelesaian sengketa melalui cara litigasi memberikan keputusan yang final dan 

mengikat dari pihak yang berwenang. Meskipun prosesnya formal dan sering kali 

memakan waktu dan biaya yang signifikan, litigasi dapat memberikan keadilan kepada 

pihak yang dirugikan dan menegakkan hukum yang berlaku. Namun, penting untuk 

diingat bahwa proses litigasi seringkali melibatkan ketegangan antara pihak-pihak yang 

terlibat dan dapat mempengaruhi hubungan di masa depan(H. Ahyani, 2019). 

 

B. Beberapa Upaya Hukum Yang Dapat Ditempuh Oleh Pihak Penggugat Yang 

Dirugikan Oleh Tergugat Pada Studi Kasus Nomor : 272/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel Dalam 

Perjanjian kerja 

Perjanjian kontrak kerja yang sukses didasarkan pada kepercayaan, saling 

pengertian, dan pemenuhan kewajiban yang telah disepakati. Namun, terkadang, situasi 

dapat berubah, harapan tidak terpenuhi, atau kesalahpahaman terjadi, yang dapat 

mengarah pada wanprestasi(Azizah, 2022). Untuk mencegah terjadinya wanprestasi 

dalam perjanjian kerja, langkah-langkah pencegahan yang tepat perlu diambil guna 

memastikan hubungan profesional yang kuat dan berkelanjutan(Arninda & Dilaga, 

2022). 

Pertama-tama, penyusunan perjanjian kerja yang jelas dan komprehensif menjadi 

langkah awal yang penting. Perjanjian tersebut harus mencakup semua rincian penting, 

seperti deskripsi pekerjaan, gaji, jangka waktu kontrak, klausul pembayaran, klausul 

penghentian kontrak, dan hak serta kewajiban masing-masing pihak. Dengan menyusun 

perjanjian yang jelas, pihak-pihak yang terlibat dapat memiliki pemahaman yang sama 
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tentang harapan dan tanggung jawab mereka, mengurangi risiko terjadinya 

kesalahpahaman atau interpretasi yang berbeda(Silalahi & Bahri, 2022). 

Selanjutnya, komunikasi terbuka dan transparan menjadi kunci dalam mencegah 

terjadinya wanprestasi. Pihak-pihak yang terlibat harus secara teratur berkomunikasi 

tentang perkembangan pekerjaan, tantangan yang dihadapi, dan perubahan yang 

mungkin terjadi. Komunikasi yang baik memungkinkan identifikasi dini terhadap 

masalah atau ketidaksesuaian yang mungkin timbul, sehingga tindakan korektif dapat 

diambil dengan cepat sebelum menjadi sumber konflik lebih lanjut(Wahyu, 2023). 

Selain itu, penting untuk menjaga pengawasan dan evaluasi yang teratur terhadap 

kinerja pekerja. Pemberian umpan balik secara konstruktif dan memberikan dorongan 

untuk pengembangan keterampilan bagi pekerja dapat membantu mencegah terjadinya 

kegagalan dalam pemenuhan kewajiban(Joe, 2022). Pengawasan yang baik 

memungkinkan identifikasi awal terhadap masalah yang muncul, sehingga tindakan 

perbaikan dapat diambil sebelum menyebabkan kerugian secara signifikan. 

Terakhir, penyelesaian sengketa melalui cara non litigasi dapat menjadi alternatif 

yang bijaksana(Arninda & Dilaga, 2022). Jika terjadi perselisihan atau potensi 

wanprestasi, pihak-pihak yang terlibat dapat mencoba menyelesaikannya melalui 

negosiasi atau mediasi. Pendekatan ini berfokus pada pencapaian kesepakatan yang 

saling menguntungkan dan mempertahankan hubungan kerja yang baik. Dengan 

mencari solusi bersama, pihak-pihak dapat menghindari konfrontasi yang merugikan 

dan menciptakan lingkungan kerja yang harmonis(Silalahi & Bahri, 2022). 

Dalam kesimpulannya, pencegahan terjadinya wanprestasi dalam perjanjian kerja 

memerlukan upaya yang aktif dan proaktif dari semua pihak yang terlibat. Melalui 

penyusunan perjanjian yang jelas, komunikasi terbuka, pengawasan yang baik, dan 

penyelesaian sengketa yang kooperatif, para pihak dapat membangun hubungan 

profesional yang kuat, saling menguntungkan, dan berkelanjutan(Fadhillah & Suryono, 

2024). 

Simpulan 

Ada dua pendekatan utama untuk menyelesaikan sengketa wanprestasi dalam 

perjanjian kerja, yaitu: non-litigasi dan litigasi. Pendekatan non-litigasi, seperti negosiasi 

dan mediasi, menekankan kerjasama dan komunikasi terbuka untuk mencapai solusi yang 

menguntungkan bagi semua pihak dan mempertahankan hubungan yang harmonis. 

Sebaliknya, metode litigasi melibatkan proses pengadilan untuk memutuskan hasil 

sengketa; proses ini formal dan dapat memakan waktu dan biaya. Meskipun kedua metode 
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memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing, penting untuk mempertimbangkan 

konteks dan karakteristik unik dari setiap situasi saat memilih metode yang paling sesuai. 

Perjanjian kontrak kerja yang efektif bergantung pada kepercayaan, saling pengertian, 

dan pemenuhan kewajiban. Namun, perubahan keadaan, ketidakpuasan harapan, atau 

kesalahpahaman selalu memungkinkan wanprestasi. Untuk menghindari kegagalan, 

tindakan pencegahan yang tepat harus diambil. Ini termasuk membuat perjanjian yang 

jelas, berkomunikasi secara terbuka, mengawasi kinerja, dan menggunakan metode 

penyelesaian sengketa yang tidak melibatkan litigasi. Untuk memastikan hubungan 

profesional yang kuat, saling menguntungkan, dan berkelanjutan. Semua pihak terlibat 

harus berpartisipasi aktif dalam mencegah wanprestasi. 

 Berdasarkan kasus tersebut, Penggugat disarankan untuk memastikan pihak 

Tergugat mengetahui secara jelas alamat tujuan pengiriman barang agar kejadian serupa 

tidak terjadi di masa depan. Penggugat dapat mempertimbangkan untuk mengajukan 

klaim asuransi jika barang kiriman mengalami kerusakan atau hilang selama dalam 

pengiriman. Dan kepada pihak Tergugat disarankan untuk meningkatkan sistem 

pengiriman dan pemantauan barang agar dapat menghindari penyimpangan dan 

kesalahan pengiriman di masa mendatang. Jika terdapat perjanjian pengiriman barang 

antara Penggugat dan Tergugat, disarankan bagi Penggugat untuk memastikan semua 

ketentuan dan klausul dalam perjanjian tersebut ditinjau dan dipahami dengan baik 

sebelum melanjutkan kerjasama dengan Tergugat. 
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